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PUTUSAN
Nomor 1397/Pdt.G/2023/PA.Smp

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di DUSUN MADUNGAN Rt
005/Rw 004 xxxxx Laok, XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HASBULLAH,
S.H Advokat dan konsultan Hukum “ Hasbulla&rekan“ yang
Berkantor di jln Adipoday No : 09 Kolor Kota Sumenep
Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal
19 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa
Nomor 727/Kp/2023/PA.Smp tanggal 23 Oktober 2023, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXxX, tempat kediaman di KABUPATEN
SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober
2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

1397/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa TERMOHON Adalah istri Sah Dari PEMOHON, yang
Menikah Pada Tanggal 29 Januari 2021, Di Hadapan Pejabat KUA
Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep, Sebagaimana yang Tercat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kontor Urusan Agama Kecamatan Batu
Putih Kabupaten Sumenep, kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/021/1/2021.
2. Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut Antara PEMOHON dan
TERMOHON Bertempat Tinggal Di Rumah PEMOHON di Dusun Cangga
Tello Rt 002 Rw 001 Desa Larangan Kerta Kecamatan XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
3. Bahwa Selama pernikahan Tersebut PEMOHON Dengan
TERMOHON Telah Melakukan Hubungan Layaknya Suam istri, dan
Belum di karuniai Seorang anak
4. Bahwa Selama Memikah Antara PEMOHON dan TERMOHON
Bekerja Sebagai Petani Dimana Penghasilannya Selalu Pas Passan dan
PEMOHON Selalu Di Tuntut Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup keluarga
Dan Dari Sana Kebahagiaanpun PEMOHON Kurang Di Rasakan
Sehingga Usia Pernikahan Tersebut Hanya Berjalan Kurang Lebih 2
Tahun
5. Bahwa Puncak Dari kesabaran PEMOHON Kepada TERMOHON
Terjadi Pertengkaran Antara PEMOHON Dengan TERMOHON yang Di
Sebabakan TERMOHON Berangkat Ke Jakarta Sekitar 9 Bulan Yang Lalu
Dan Selalu Merendahkan Harga Diri Dari PEMOHON Karna Selalu Tidak
Mencukupi Kebutuhan Dari TERMOHON
6. Bahwa Dari Pertengkaran Tersebut Dimana anatara PEMOHON dan
TERMOHON Sudah Perpisah Rumah Atau Sudah Tidak Lagi Hidup
Bersama Sejaak 9 ( Sembilan) Bulan Yang Lalu Sekitar Bulan September
2023
7. Bahwa dengan kondisi rumah Tangga yang demikian, PEMOHON
Merasa Tidak Sanggup Meneruskan Rumah Tangga Lebih Lanjut Dengan
TERMOHON dan lebih Baik Bercerai, kerana sudah Tidak Mungkin Lagi
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Dapat Terbina Kebahagiaan dan Ketentraman Rumah Tangga
Sebagaimana yang di Kehendaki oleh Tujuan Perkawinan:
8. Bahwa oleh karena Dalam ikatan Perkawinan antara PEMOHON dan
TERMOHON Sudah Tidak lagi untuk Hidup Rukun karena selalu
Mengalami Persilisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus maka
Dalam keadaan yang Demikian ini sesuai ketentuan Hukum sebagaimana
di maksud Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.
Kompilasi Hukum islam Pasal 116 huruf (f), serta yuruisprudensi yang
masih Berlaku di Benarkan adanya Perceraian
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON agar Ketua Pengadilan
Agama Sumenep Cg. Majelis Hakim agar Memeriksa dan mengadili Perkara ini,
selanjutnya Mohon Menjatuhkan Putusan sebagai Berikut:

PRIMER:
1 Mengabulkan Gugatan pemohon Seluruhnya:
2 Memberikan izin Kepada PEMOHON AMSARI Bin Samin Untuk

Menjatuhkan Talak Satu Raj'l Terhadap TERMOHON FADILAH Binti PUNA
di Depan Siding Pengadilan Agama Sumenep:
3 Membebankan Biaya Perkara Sesuai Hukum Yang Berlaku
SUBSIDER:
Atau Apabila Majlis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-
adilnya
Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus
kepada HASBULLAH, S.H Advokat dan konsultan Hukum “ Hasbulla&rekan*
yang Berkantor di jiln Adipoday No : 09 Kolor Kota Sumenep Kabupaten
Sumenep, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 727/Kp/2023/PA.Smp tanggal 23
Oktober 2023;
Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang

bersangkutan;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 06 November 2023, ternyata mediasi tidak
berhasil,

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang
berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya
meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta
tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529142103770003

tanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil xxXxXxxxxxx Xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokan

dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 0021/021/1/2021 Tanggal 29 Januari

2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen

dan Ketua Majelis telah mencocokan dengan aslinya ternyata sesuai,

lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 29 Januari 2021 di KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX Provinsi
XXXX XXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di Rumah PEMOHON,;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak 9 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut,
hanya cerita dari Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang dengan
penghasilan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah telah
pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2021 di KUA

XXXXXXXXX XXXXKXXXKX XXXXXXX Provinsi XXxx XXXXXx;
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- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan

Termohon tinggal bersama di Rumah PEMOHON;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan

Termohon belum dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak 9 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan

Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan

sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan

pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon

selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut

hanya cerita dari Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 727/Kp/2023/PA.Smp tanggal 23
Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan
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Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena
itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek
pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan
memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara
aguo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, nhamun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir
pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah
diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali
berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu
permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertangkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan
penghasilan Pemohon akibatnya sejak 3 bulan yang lalu telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang

saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari
2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari
2021 di KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
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karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu
merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
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sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

PR ARl e

-

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri
selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini serta PERRMA Nomor 7 Tahun
2022;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Sumenep;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi,
M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan
Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.
Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Suswati, S.H.
Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2 Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp.  28.000,00
4 PNBP Panggilan Rp.  20.000,00
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5. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 298.000,00

(dua sembilan puluh delapan ribu rupiah)
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